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LAMPIRAN

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal

Pasal 90-97

Pasal 91 Setiap Pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran
semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan

pasar, atau harga Efek di Bursa Efek.

Pasal 92 Setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama
dengan Pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih,
baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga
Efek di Bursa Efek tetap, naik, atau turun dengan tujuan mempengaruhi

Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Pasal 93 Setiap Pihak dilarang, dengan cara apa pun, membuat
pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak
benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga Efek di Bursa

Efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:
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a. Pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya
mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara
material tidak benar atau menyesatkan; atau

b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam
menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan

tersebut.

Pasal 94 Bapepam dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat
dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang

dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92.

Pasal 95 Orang dalam dari Emiten atau Perusahaan Publik yang mempunyai
informasi orang dalam dilarang melakukan pembelian atau penjualan atas

Efek:

a. Emiten atau Perusahaan Publik dimaksud; atau

b. perusahaan lain yang melakukan transaksi dengan Emiten atau

Perusahaan Publik yang bersangkutan
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Pasal 96 Orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dilarang:

a. mempengaruhi Pihak lain untuk melakukan pembelian atau penjualan atas

Efek dimaksud; atau

b. memberi informasi orang dalam kepada Pihak mana pun yang patut
diduganya dapat menggunakan informasi dimaksud untuk melakukan

pembelian atau penjualan atas Efek.

Pasal 97 (1) Setiap Pihak yang berusaha untuk memperoleh informasi orang
dalam dari orang dalam secara melawan hukum dan kemudian
memperolehnya dikenakan larangan yang sama dengan larangan yang
berlaku bagi orang dalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 dan Pasal

96.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan

Pasal 33

(1) Setiap orang perseorangan yang menjabat atau pernah menjabat sebagai
anggota Dewan Komisioner, pejabat atau pegawai OJK dilarang

menggunakan atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia
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kepada pihak lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan
wewenangnya berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-

Undang.

(2) Setiap Orang yang bertindak untuk dan atas nama OJK, yang
dipekerjakan di OJK, atau sebagai staf ahli di OJK, dilarang menggunakan
atau mengungkapkan informasi apa pun yang bersifat rahasia kepada pihak
lain, kecuali dalam rangka pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya

berdasarkan keputusan OJK atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

3) Setiap Orang yang mengetahui informasi yang bersifat rahasia, baik
karena kedudukannya, profesinya, sebagai pihak yang diawasi, maupun
hubungan apa pun dengan OJK, dilarang menggunakan atau
mengungkapkan informasi tersebut kepada pihak lain, kecuali dalam rangka
pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenangnya berdasarkan keputusan OJK

atau diwajibkan oleh Undang-Undang.

(4) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dapat
dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerahasiaan, penggunaan, dan
pengungkapan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan

ayat (3), diatur dengan Peraturan Dewan Komisioner.
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